
  

 

 

  

 

 

WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PROVINSI JAWA BARAT 

WALI KOTA CIREBON 

TENTANG  

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA  CIREBON, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR  43  TAHUN  2022 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
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Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan  atas Peraturan  

Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18              

Tahun 2016 tentag Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor 36  Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018       

Nomor 630) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai  Politik  (Berita  Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
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Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1513); 

26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi 

di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 7); 

27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 17); 

28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon       

Nomor 39), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
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dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3); 

29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon      

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan  Peraturan  Daerah Kota Cirebon Nomor 3 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 3 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon  Nomor 105); 

30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan  atas  Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon     

Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota  Cirebon Nomor 106); 

31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah   Kota Cirebon 

Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran   

Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kota Cirebon  Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 

Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum                   

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa 
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kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota  Cirebon 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 114); 

33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon  Nomor 69); 

34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5); 

35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 75); 

36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  Kota 

Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2019 NOmor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021  tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah  Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 109); 
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37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Cirebon Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2020 Nomor 8); 

38. Peraturan Daerah   Kota   Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 103); 

39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 

Nomor 15); 

40. Peraturan   Daerah   Kota  Cirebon   Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 

41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah kepada Perusahaan Umum 

Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 7); 

42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 

Nomor 8); 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
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1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disingkat menjadi 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan 

Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 

Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai 

kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang 

merupakan urusan Daerah. 

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan tertentu 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan 

angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 
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11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan 

kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 

Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan 

sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 

(satu) tahun anggaran. 

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode 

anggaran. 

17. Penyertaan Modal Pemerintah adalah bentuk 

Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan 

mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian 

Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan 

Terbatas. 
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Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.466.478.864.410,00 

bertambah sebesar Rp100.104.500.685,00 sehingga menjadi 

Rp1.566.583.365.095,00  dengan rincian sebagai berikut: 

Jumlah Pendapatan Daerah 

setelah Perubahan 

c. Pembiayaan Daerah: 

1. Penerimaan Pembiayaan: 

  

 a. Semula Rp13.264.170.960,00 

 b. Bertambah/(Berkurang) Rp44.253.220.238,00 

 Jumlah Penerimaan 

setelah Perubahan 

Rp57.517.391.198,00 

 2. Pengeluaran pembiayaan :   

 a. Semula Rp21.677.101.000,00 

 b. Bertambah/ 

(Berkurang) 

Rp(6.500.000.000,00) 

 Jumlah Pengeluaran 

setelah Perubahan 

Rp15.177.101.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto 

setelah perubahan 

Rp42.340.290.198,00 

 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp0,00 

 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana 

a. Pendapatan Daerah   

 1. Semula  Rp1.453.214.693.450,00 

 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 81.005.125.447,00 

 

 

Rp1.534.219.818.897,00 

b. Belanja Daerah   

 1. Semula Rp1.444.801.763.410,00 

 2. Bertambah/(Berkurang) Rp 131.758.345.685,00 

 Jumlah Belanja Daerah Rp1.576.560.109.095,00 

setelah Perubahan 



- 13 - 
 

 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan       

Wali Kota ini. 

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan 

APBD yang diklasifikasikan menurut 

kelompok, jenis, objek, rincian objek, 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

b. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, rincian objek, 

pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat 

penerima dan besaran alokasi hibah; 

d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat 

penerima dan besaran alokasi 

bantuan sosial; 

e. Lampiran V : 

 

Rincian Dana Otonomi Khusus 

menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program, 

kegiatan, sub kegiatan, kelompok, 

jenis, objek, rincian objek 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

f. Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan 

Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 

Alam/Tambahan DBH-Minyak Bumi  

dan Gas Bumi menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek 

pendapatan, belanja dan 



- 14 - 
 

 

pembiayaan; 

g. Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan 

Infrastruktur menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis, objek, rincian objek 

pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; dan 

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi kebijakan pemerintah 

Kota  pada  daerah perbatasan dalam 

rancangan  peraturan daerah tentang 

APBD dan rancangan peraturan 

walikota tentang penjabaran APBD 

dengan program prioritas perbatasan 

negara; 

 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan 

dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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